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<b>ABSTRAK</b><br>

Pelaksanaan tugas TNI diluar fungsi pertempuran dikategorikan sebagai Operasi Militer Selain Perang

OM SP sebagaimana diatur dalam UU Nomor 34/2004 tentang TNI. Luasnya cakupan OM SP mengundang
pro dan kontra, ada kekhawatiran TNI kembali campur tangan dalam ranah sipil seperti masa Orde Baru.
Pengerahan TNI dalam proyek penertiban Kalijodo menimbulkan berbagai perdebatan, banyak pihak yang
mengkritik dan mempertanyakan, bahkan menolak pelibatan TNI sebagai kekuatan pertahanan negara dalam
kegiatan penggusuran tersebut. Padahal bila merujuk pada UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, pelibatan
TNI dalam penertiban Kalijodo bisa dipandang sebagai implementasi tugas OMSP TNI dalam membantu
tugas pemerintah daerah. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini berupaya menggambarkan dan
menganalisis implementasi OM SP dalam perbantuan TNI pada Pemerintah Daerah dengan studi kasus
penertiban Kalijodo Jakarta Utara. Hasil penelitian menemukan bahwa perbantuan TNI dalam Operasi
Penertiban Kalijodo berdampak positif meskipun masih mengundang polemik karena adanya kelemahan
dalam hal legitimas dan payung hukumnya sehingga perlu dilakukan perumusan regulasi secaratepat untuk
menghindari adanya penyalahgunaan profesional TNI sebagai alat kekuasaan. Kata Kunci ; Kalijodo,
OMSP, pelibatan, penertiban, TNI, tugas perbantuan.
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<b>ABSTRACT</b><br>

Implementation of TNI duties beyond the function of combat is categories as Military Operation Other Than
War OMSP, such asregulated Law Number 34 FY 2004 on Indonesian Armed Forces TNI . The extent of
OM SP scope invites pros and cons, there are concerns the TNI re intervenes in the civil domain same as
Idquo the Orde Baru rdquo period. TNI deployment in the Kalijodo eviction project give raise debates, many
critics and questioning and even of TNI involvement denial in the Kalijodo eviction project as a national
defense force. Whereas when referring to Law No. 34 FY 2004 on TNI, the involvement in the Kalijodo
evictions project can be seen as the implementation of OM SP task in terms of assisting local government.
Through a qualitative approach aimed at illustrate and analyzing of the implementation of OMSP in the TNI
assistance to the local government with a case study of eviction project Kalijido North Jakarta. The results
revealed that TNI assistance in Kalijodo Eviction project has a positive impact eventhough still as debatable
due to legal protection and legitimacy weaknesses. Acccording to that, it is urgent to formulate regul ations
appropriately to avoid TNI abuse of power.Keywords assistance, eviction, involvement, Kalijodo, MOOTW,
OMSP, TNI
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